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1.487 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISIAPKAN UNTUK PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH BANTUL 2024 

 

Sumber gambar: 

https://shorturl.at/rh6yT 

 

Isi berita: 

Harianjogja.com, BANTUL–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyiapkan 

sebanyak 1.487 tempat pemungutan suara (TPS) untuk penyelenggaraan pemungutan 

suara di Pilkada serentak 27 November 2024.  

 

Ketua KPU Bantul Joko Santoso di Bantul, Minggu, mengatakan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pilkada, bahwa jumlah pemilih di masing-masing TPS itu maksimal 800 pemilih. 

"Untuk proses efisiensi dan proses yang lain, KPU RI menetapkan maksimal 600 pemilih 

dengan dioptimalisasi masing masing TPS jumlah pemilihnya di angka rata-rata 500 

pemilih per TPS, sehingga ketemu jumlah TPS kita di Bantul sebanyak 1.487 TPS," 

katanya.  

 

Menurut dia, jumlah TPS untuk pilkada di Bantul itu tersebar di 75 kelurahan 17 

kecamatan, ketika KPU Bantul menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 

747.400 orang beberapa hari lalu pun tidak berdampak pada perubahan jumlah TPS. 

"Jumlah TPS itu tetap, karena reploting kita, dan dari sebanyak 1.487 TPS tersebut, ada 
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satu TPS di lokasi khusus, selebihnya yang sebanyak 1.486 TPS itu merupakan TPS 

reguler," katanya.  

 

Joko mengatakan, saat ini tahapan di KPU Bantul adalah mengumumkan DPS ke publik 

untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat guna mengakomodir kemungkinan 

perubahan jumlah pemilih DPS, karena misal ada masyarakat yang mempunyai hak pilih 

namun belum terdaftar. "Jadi, jika masyarakat ada yang belum masuk dalam DPS 

diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan, proses masukan dan tanggapan 

itu mulai 18 sampai 27 Agustus, selanjutnya kami akan menyusun daftar pemilih hasil 

perbaikan," katanya.  

 

Joko mengatakan, setelah masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS dihimpun PPS 

dan PPK, maka hasilnya akan direkapitulasi pada 27 Agustus, untuk kemudian menyusun 

daftar pemilih hasil perbaikan yang memuat pemilih tercecer atau perubahan jumlah 

pemilih. "Kemudian pada 22 September kami akan menetapkan daftar pemilih tetap 

(DPT), jadi kalau sudah ditetapkan DPT, maka tidak ada penambahan jumlah pemilih, 

adanya hanya daftar pemilih tambahan (DPTb) pasca penetapan DPT," katanya. 

 

Sumber Berita: 

1. jogjapolitan.harianjogja.com, 1.487 TPS Disiapkan untuk Pilkada Bantul 2024, 

19/08/2024. 

2. m.antaranews.com, KPU Bantul Siapkan 1.487 TPS untuk Pemungutan Suara 

Pilkada 2024, 18/08/2024. 

3. borneonews.co.id, KPU Bantul Siapkan 1.487 TPS untuk Pilkada 2024 Mendatang, 

18/08/2024. 

 

Catatan: 

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang: 

a. Pasal 1 
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1) Angka 1; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis. 

2) Angka 6; Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 

3) Angka 9; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disingkat KPU Kabupaten/Kota  adalah penyelenggara Pemilihan 

Bupati/Walikota. 

4) Angka 12; Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

5) Angka 13; Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS 

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 

6) Angka 14; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

7) Angka 15; Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS 

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 

b. Pasal 8 Ayat (3); Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten/Kota. 

c. Pasal 13; Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: 

1) merencanakan program dan anggaran;  

2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota;  

3) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU 

Provinsi;  

4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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5) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;  

6) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;  

7) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  

8) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

terakhir:  

a) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

b) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan  

c) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;  

9) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU 

Provinsi;  

10) menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi 

persyaratan;  

11) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di 

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;  

12) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;  

13) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  

14) mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan 

Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;  

15) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada 

KPU melalui KPU Provinsi;  
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16) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;  

17) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;  

19) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;  

20) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;  

21) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD 

kabupaten/Kota; dan  

22) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pasal 14; KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:  

1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;  

2) memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;  

3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada 

masyarakat;  

4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada 

KPU melalui KPU Provinsi;  

6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi 

serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;  

9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

10) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat 

Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

rekapitulasi di Kabupaten/Kota;  

11) melaksanakan Keputusan DKPP; dan  

12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

II. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum: 

1. Pasal 11 

1) Ayat (1); Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) 

orang dengan memperhatikan:  

a) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;  

b) kemudahan Pemilih ke TPS;  

c) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang 

berbeda;  

d) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan  

e) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan 

tenggang waktu Pemungutan Suara. 

2) Ayat (2); Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1), dimaksudkan agar Pemungutan dan 

Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama. 

2. Pasal 16: 

1) Ayat (1); Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan 

pembuatan TPS. 

2) Ayat (2); TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat pada lokasi 

sebagai berikut:  
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a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang 

disabilitas;  

b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan  

c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat 

memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

3) Ayat (4); Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus 

sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal 

Pemungutan Suara. 

4) Ayat (5); Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 

KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat. 

3. Pasal 17: 

1) Ayat (1); TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dibuat 

dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 

(delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 

2) Ayat (2); TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberi tanda batas 

dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain. 

3) Ayat (3); Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas 

yang menggunakan kursi roda. 

4) Ayat (4); TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diadakan di 

ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:  

a. apabila diadakan di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan 

anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap 

panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di 

belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau  

b. apabila diadakan di ruang tertutup, luas TPS harus mampu 

menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara 

di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat 

memberikan suara di bilik suara. 

5) Ayat (5); Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan 

Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b, dilakukan dalam 

keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. 

6) Ayat (6); TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana:  

a. ruangan atau tenda;  

b. alat pembatas;  

c. papan yang digunakan untuk menempel:  
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1) Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, 

DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat 

Pemungutan Suara;  

2) catatan hasil Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model 

C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR 

berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model 

C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-

DPRD Kab/Kota berhologram pada saat Penghitungan Suara; dan  

3) salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta 

Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C-

KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model 

C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota pada saat 

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;  

d. tempat duduk dan meja Ketua dan anggota KPPS;  

e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;  

f. tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan  

g. alat penerangan yang cukup. 

4. Pasal 18: 

1) Ayat (1); TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dapat 

dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, 

ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik 

pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. 

2) Ayat (2); Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau 

pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut. 

3) Ayat (3); TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang di dibuat di 

dalam ruangan tempat ibadah. 

III. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data 

Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih: 

1. Pasal 1: 
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1) Angka 10; Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut 

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk 

melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. 

2) Angka 14; Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. 

3) Angka 25; Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu 

atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan 

DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. 

4) Angka 26; Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah 

Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan 

oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. 

5) Angka 29; Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah 

DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

6) Angka 30; Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb 

adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang 

karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk 

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara 

di TPS lain. 

2. Pasal 2 Ayat (1); Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 

berpedoman pada prinsip:  

a. komprehensif;  

b. inklusif;  

c. akurat;  

d. mutakhir; . 

e. terbuka;  

f. responsif;  

g. partisipatif;  

h. akuntabel;  

i. perlindungan data diri; dan  

j. aksesibel. 

3. Pasal 3: 

1) Ayat (1); Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam 

Daftar Pemilih. 
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2) Ayat (2); Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdaftar 

pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar 

sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK. 

4. Pasal 4; WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:  

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan 

suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;  

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan 

dengan KTP-el;  

d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau 

Surat Perjalanan Laksana Paspor;  

e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan  

f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Pasal 6: 

1) Ayat (1); Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan terhadap Pemilih yang 

berada:  

a. di dalam negeri; dan  

b. di luar negeri. 

2) Ayat (2); Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

meliputi kegiatan:  

a. penyusunan;  

b. rekapitulasi; dan  

c. penetapan. 

6. Pasal 7: 

1) Ayat (1); Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf 

a untuk Pemilih yang berada di dalam negeri dilakukan oleh:  

a. PPS;  

b. PPK; dan  

c. KPU Kabupaten/Kota. 

2) Ayat (2); Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf 

b untuk Pemilih yang berada di dalam negeri pada tingkat:  

a. desa dilakukan oleh PPS;  

b. kecamatan dilakukan oleh PPK;  

c. kabupaten/kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;  
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d. tingkat provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan  

e. tingkat nasional KPU. 

3) Ayat (3); Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c 

untuk Pemilih yang berada di dalam negeri dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 


